BAB I

PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan setiap pelaksanaan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain meliputi :

a. Perencanaan dan Penyusunan Strategi Pelayanan Pemerintahan

b. Pelaksanaan Kinerja atas Strategi yang telah di susun

c. Pengukuran Kinerja atas Strategi yang telah di susun

d. Pelaporan Hasil Kinerja atas Strategi yang telah di susun
Hal tersebut disusun adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sekali, dan Bupati terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sekali yang merupakan penjabaran serta bagian dari pelaksanaan RPJPD itu sendiri.
Untuk pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman yang menjadi pedoman bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Pasaman dengan cara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan isu strategis dan kebutuhan daerah yang ada.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM  Tahun 2016–2021, adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten pasaman  untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2016 sampai dengan 2021. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Pasaman yaitu : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis Dan Berbudaya”  

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman dilakukan dengan seiring terjadinya perubahan pada RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang perubahan rencana kerja pada tahapan kedua dari Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman  yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman 2016 – 2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah terpilih. 
Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang Koperasi dan UKM dalam kurun tiga tahun ke depan. Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 telah memasuki tahun kedua, namun dalam perjalanannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 mengalami perubahan. 
Renstra Perubahan ini memuat perubahan tujuan, sasaran, indicator kinerja serta keluaran program dan pagu pada Dinas Koperasi dan UKM. Memperhatikan hal tersebut di atas, dilakukannya tinjau ulang Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 menjadi penting guna mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target Renstra untuk selanjutnya dilakukan penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan materi/muatan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
1.2.
Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman 2016-2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2021.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman
14. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

15. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;

1.3.
Maksud dan Tujuan
Perubahan Renstra dilaksanakan dengan maksud menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2016-2021, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi

Adapun tujuan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah : 

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. 

2. Sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun ketiga
3. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Tahun 2019 dan 2020
1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM  Kabupaten Pasaman 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

	Bab I
	:
	merupakan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

	Bab II
	:
	merupakan gambaran pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang menjabarkan susunan organisasi, tugas pokok dan  fungsi, sumberdaya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

	Bab III
	:
	merupakan permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang menjabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

	Bab IV
	:
	merupakan penjabaran tujuan jangka menengah

	Bab V
	:
	merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan

	Bab VI
	
	merupakan penjabaran rencana program dan kegiatan, serta pendanaan

	Bab VII
	:
	merupakan penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan

	Bab VIII
	:
	merupakan penutup.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN PASAMAN

2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayai 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman untuk urusan wajib menangani koperasi & usaha kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pasaman susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Kasubag Umum

2. Kasubag Keuangandan Evalap

c. Bidang Koperasi terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan dan Pegawasan Usaha Koperasi

2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi

d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

1. Seksi Kemitraan dan Pengawasan UKM

2. Seksi Promosi Pengembangan UKM

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagai berikut:

I. Kepala Dinas
Kepala Dinas  Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok :

a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di Bidang pelayanan yang meliputi perumusan  kebijakan daerah serta penyusunan program di Bidang  Koperasi dan UKM;

b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di Bidang Koperasi dan UKM serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;

c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang, Koperasi dan UKM;

d. Mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah

e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin meningikatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;

f. Membina unsur-unsur dinas  dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Menjalin kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran  pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksanaan teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;

i. Mengusulan penetapan pegawai dalam  jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dibantu oleh :

A. Sekretariat.

B. Bidang Koperasi.
C. Bidang Usaha Kecil Menengah.

A. SEKRETARIS 


Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi dan UKM. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi  :

a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, Kepegawaian,perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;

d. Pengelolaan administrasi keunagan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;

e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

f. Penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah di Bidang, Koperasi &Ukm
g.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri atas :

a. Kapala Sub bagian Umum.
Uraian tugas Kasubag Umum sebagai berikut
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

	2. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian 

	3. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan dinas

	4. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan 

	5. menyiapakan bahan dan pemeriksaan tata naskah dinas

	6. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapat dinas

	7. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor

	8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian

	9. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai

	10. Menyusun, menyiapkan bahan dan persyaratan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberiaan penghargaan serat peningkatan kesejahteraan pegawai

	11. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas

	12. Melaksanakan fasilitas pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai

	13. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi penilaian prestasi kerja berupa sasaran kinerja pegawai (SKP) dan daftar urut kepangkatan (DUK)

	14. Membuat telaahan staf sebagai bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian 

	15. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,  pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

	16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

	17. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya


b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
	1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

	2. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

	3. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang keuangan, evaluasi dan pelaporan 

	4. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	5. Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas

	6. menyusun rencana kinerja tahunan dinas

	7. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (LAKIP, LKPJ,LPPD, RENSTRA dan lain-lain)

	8. Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas

	9. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan

	10. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang

	11. Menyiapkan bahan untuk jawaban hasil audit internal dan eksternal

	12. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

	13. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Dinas

	14. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas

	15. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan

	16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas


B. BIDANG  KOPERASI 

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Dinas Koperasi dan UKM dibidang Koperasi dan UKM.

Dalam penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut : 
	a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup koperasi

	b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup koperasi

	c. Melaksankan perumusan, formulasi dan pengkajian kebijakan lingkup koperasi

	d. Melaksankan pembinaan dan pengembangan lingkup koperasi

	e. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup koperasi

	f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan koperasi, meliputi organisasi, tata laksanaka, dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi

	g. Melaksanakan kejasama lingkup koperasi

	h. melaksanakan pengolahan data koperasi

	i. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani onsep naskah dinas lingkup koperasi

	j. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan  lingkup koperasi

	k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup koperasi

	l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup koperasi

	m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi dan

	n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya


Bidang Koperasi dan UKM  membawahi :

a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi.
b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.
(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.
(2) Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi  mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan mengelola data dibidang pembinaan kelembagaan koperasi. 

(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

a. menghimpun dan  mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan kelembagaan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan kelembagaan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan di bidang pembinaan kelembagaan koperasi;  

d. menyiapkan bahan dalam rangka Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;

e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi;

f. menyiapkan bahan dan data  dalam rangka Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi;

g. menyiapkan bahan dan data  dalam rangka Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;

h. menyiapkan bahan dan data  dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah;

i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

(1) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.
(2) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan mengelola data dibidang pembinaan usaha koperasi.
(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Usaha Koperasi sebagai berikut:

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan usaha koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan usaha koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan dibidang pembinaan usaha koperasi;

d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam , dan pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Simpan Pinjam yang tidak melaksanakan kewajibannya;

e. menyiapkan bahan dan data  dalam rangka Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam koperasi;

f. penyediaan bahan kebijakan pengembangan koperasi simpan pinjam dan pelaksanaan kegiatan pengembangan koperasi simpan pinjam;

f. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;

g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi;

h. menyiapkan bahan dan data dalam rangka perlindungan kepada koperasi;

i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
C. BIDANG USAHA KECIL MENENGAH

	Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas sebagai berikut :

	a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup usaha mikro kecil dan menengah

	b. Melaksanakan perumusan, formulasi dan pengkajian kebijakan lingkup usaha mikro kecil dan menengah

	c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup usaha mikro kecil dan menengah

	d. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup usaha mikro kecil dan menengah

	e. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah

	f. Melaksanakan kerja sama lingkup usaha mikro kecil dan menengah

	g. Memeriksa, memaraf dan atau menandatangi konsep naskah dinas lingkup usaha mikro kecil dan menengah

	h. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakanlingkup usaha mikro kecil dan menengah

	i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan intensif terkait lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah

	j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah


Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang usaha kecil menengah dibantu oleh :

(1). Kasi Kemitraan dan Pengawasan UKM

	a. Melaksanakan penganalisaan data bahan perumusan rencana dan program kerja lingkup kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	b. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	c. Menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	d. Melaksanakan penganalisaan dan bahan penyusunan kebijakan lingkup kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	e. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha manajemen kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	g. Melaksanakan fasilitasi pmbinaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	h. Melaksanakan program dan kegiatan lingkup kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	i. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama lingkup kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	j. Menyiapkan mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup kemitraan dan pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	k. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kemitraan dan Pengawasan usaha mikro kecil dan menengah

	n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



(2). Kasi Promosi dan Pengembangan UKM

	a. Melaksanakan penganalisaan data bahan perumusan rencana dan program kerja lingkup promosi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

	b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup promosi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

	c. Menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk   teknis promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	d. Melaksanakan Penganalisaan dan bahan penyusunan kebijakan lingkup promosi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

	e. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	f. melaksanakan pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha manajemen promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan fasilitasi UKM

	h. Melaksanakan program dan kegiatan lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	i. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitas kerjasama lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	j. Menyiapkan mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	k. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan dan promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

	n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya


Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur tentang fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya SKPD

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan professional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tanpa itu semua, pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komposisi sumber daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan pangkat dan golongan serta tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Pangkat dan Golongan

	No
	Pangkat/Golongan
	Jumlah
	Keterangan

	
	
	
	

	1
	Golongan IV
	3 Orang
	

	
	
	
	

	2
	Golongan III
	12 Orang
	

	
	
	
	

	3
	Golongan II
	3 Orang
	

	
	
	
	

	4
	Golongan I
	- Orang
	

	
	
	
	


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2017

Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Keterangan

	
	
	
	

	1
	Pasca Sarjana/ S2
	2 orang
	

	
	
	
	

	2
	Sarjana /S1
	12 orang
	

	
	
	
	

	3
	Sarjana Muda /Difloma III
	- Orang
	

	
	
	
	

	4
	SLTA
	4 Orang
	

	
	
	
	

	5
	SLTP
	- Orang
	

	
	
	
	

	6
	SD
	- Orang
	

	
	
	
	


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2017

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat tabel 2.3.

Tabel 2.3 : Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

	
	
	Jumlah
	

	No
	Nama Barang
	
	Keterangan

	
	
	(Unit)
	

	
	
	
	

	1
	Rak Kayu
	2
	

	
	
	
	

	2
	Mesin Tik Manual Standar
	1
	

	
	
	
	

	3
	Filing Kabinet Besi/Metal
	2
	

	
	
	
	

	4
	Wireles
	1
	

	
	
	
	

	5
	Kursi Biasa
	3
	

	
	
	
	

	6
	White Board
	3
	

	
	
	
	

	7
	Meja Rapat
	1 Set
	

	
	
	
	

	8
	Kursi Lipat
	9
	

	
	
	
	

	9
	Laptop
	3
	

	
	
	
	

	10
	Rumah dinas
	1
	

	
	
	
	

	12
	Kenderaan roda 4
	4
	

	
	
	
	

	13
	Kursi besi/mental
	5
	

	
	
	
	

	14
	Meja tulis
	1
	

	
	
	
	

	15
	Meja komputer
	3
	

	
	
	
	

	16
	Lemari dan arsip pejabat
	1
	

	
	
	
	

	17
	Kipas angin
	1
	

	
	
	
	

	18
	Meja Biro
	28
	

	
	
	
	

	19
	Kursi tamu
	1 set
	

	
	
	
	

	20
	Meja panjang
	1
	

	
	
	
	

	21
	Computer Compatible
	2
	

	
	
	
	

	22
	Kursi Biasa
	2
	

	
	
	
	

	23
	Mesin Potong Rumput
	1
	

	
	
	
	


	24
	Televisi
	1
	

	
	
	
	

	25
	Alat Hiasan
	2
	

	
	
	
	

	26
	Kursi Putar
	5
	

	
	
	
	

	27
	Kursi Biasa
	15
	

	
	
	
	

	28
	Meja Biro
	1
	

	
	
	
	

	29
	Tikar
	1
	

	
	
	
	

	30
	Camera
	1
	

	
	
	
	

	31
	Kendaraan roda 2 GL
	1
	

	
	
	
	

	32
	Kenderaan Roda 2 revo
	1
	

	
	
	
	

	33
	Ac
	1
	

	
	
	
	

	34
	printer
	2
	

	
	
	
	

	35
	Meja kerja pejabat eselon II
	1
	

	
	
	
	

	36
	Meja Pejabat Eselon III
	3
	

	
	
	
	

	37
	Meja Pejabat Eselon IV
	6
	

	
	
	
	

	38
	Meja Kerja pegawai non
	10
	

	
	struktural
	
	

	
	
	
	

	39
	Kursi kerja pejabat eselon II
	1
	

	
	
	
	

	40
	Kursi kerja pejabat eselon III
	3
	

	
	
	
	

	41
	Telepon
	1
	

	
	
	
	

	42
	Kursi Kerja pejabat eselon IV
	8
	

	
	
	
	

	43
	Kursi kerja pegawai non
	20
	

	
	struktural
	
	

	
	
	
	

	44
	Kursi tamu diruangan pejabat
	1
	

	
	eselon II Veloz
	
	

	
	
	
	

	45
	Kursi tamu diruangan pejabat
	1
	

	
	eselon II
	
	

	
	
	
	


Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian kinerja, anggaran dan realisasi berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi dan UKM yang sebelumnya merupakan Gabungan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Kondisi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman untuk tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.4 : Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Sektor Usaha Kecil Menengah
	Tahun
	Perusahaan
	Perusahaan
	Perusahaan
	Perusahaan

	
	Mikro
	Kecil
	Menengah
	Besar

	
	
	
	
	

	2016
	1331
	1687
	114
	-

	2017
	6510
	336
	11
	-

	
	
	
	
	


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017

Tabel 2.5. : Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sektor Koperasi

	Tahun
	Koperasi Aktif
	Koperasi Tidak Aktif
	UKM

	
	
	
	

	
	
	
	-

	2016

2017
	105

63
	126

71
	6443

6857

	
	
	
	


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman mempunyai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja 

Dinas Koperasi dan UKM sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya

di bidang koperasi dan UKM mengalami

permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Peluang

1) Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;

2) Tersedianya potensi usaha;

3) Semakin meningkat minat masyarakat Kota/Kabupaten untuk melakukan usaha Koperasi dan UKM diKabupaten Pasaman

4) Pangsa pasar yang semakin terbuka;

5) Terbukanya lapangan kerja.

6) Kabupaten Pasaman mempunyai potensi besar untuk pengembangan UKM untuk dikembangkan.

7) Adanya akses permodalan melalui BUMN

2. Tantangan

1. Pengaruh globalisasi;

2. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman;

3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan;

4. Tingginya tingkat persaingan usaha.

5. Belum adanya keberpihakan terhadap ekonomi keraknyatan melalui usaha kecil menengah dan koperasi

6. Masih minimnya pengetahuan tentang produk berkualitas

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang Pengembangan bidang Koperasi dan UKM khususnya para pelaku usaha yang ada Kabupaten Pasaman. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman melakukan upaya dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat untuk meminimalisir kelemahan dan mengoptimalkan kemampuan untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman
Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya UKM/IKM yang belum diikutsertakan dalam pameran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang sebetulnya banyak sekali undangan untuk mengadakan pameran yang dilaksanakan di luar pulau sumatera, yang sebetulnya berdampak pada omset penjualan/pemesanan produk tetapi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan dana untuk mengikuti pameran tersebut.

2. Rendahnya SDM pengurus koperasi, dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, pencarian bahan produk dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal.

3. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika.

4. Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bias ditangkat koperasi menjadi terbuang.

5. Kurangnya koordinasi antara provinsi dengan daerah dan pemertintah pusat / kementerian, sehingga dinas koperasi dan UKM kesulitan untuk mendapatkan pendanaan untuk kegiatan pembinaan yang bersumber dari APBD Provinsi.

6. Sarana dan prasarana untuk menunjang operasional personel dalam melakukan pembinaan langsung ke pelaku usaha masih kurang

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari akumulasi seluruh capaian Visi dan Misi perangkat daerah (SOPD) yang telah ditetapkan, artinya bahwa pencapaian masing-masing SOPD berakumulasi dalam pencapaian Misi yang telah ditetapkan. 
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1. Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, AGAMAIS DAN BERBUDAYA ”

2. Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah :

1) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masayarakat

2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam

3) Meningkatkan kualitas keimanan dan pengalaman ajaran agama

4) Melestarikan nilai-nilai budaya daerah

Dilihat dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman maka Dinas Koperasi dan UKM memegang posisi yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Keterkaitan dinas Koperasi dan UKM untuk pencapaian visi dan misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana peranan dinas koperasi dan UKM adalah bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha koperasi dan UKM yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan usaha yang baik dan tertib

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), menegakkan supermasi hukum dan meningkatkan pelayanan publik serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah bagaimana mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat didalam memberikan penyuluhan, pendampingan dan pemberian fasilitas yang memuaskan dan memberikan soslusi yang efektif terhadap keluhan atau permasklahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan koperasi. Dengan adanya proses pendampingan, penyuluhan yang efektif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap partisifasi masyarakat dalam pembangunan kabupaten pasaman kedepannya.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah bagaimana usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan koperasi dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan pendapatan yang baik atau meningkat sehingga akan terciptanya suasana kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di kabupaten pasaman maka diharapkan potensi ekonomi yang masih banyak tersebar di berbagai kenagarian dapat dikembangkan dengan baik dan terarah sehingga sektor usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan.

4. Mengelola sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah bagaimana hasil sumber daya alam yang ada dibidang agro dapat di olah dan di tingkatkan diversifikasi produknya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kabupaten pasaman. Diharapkan tumbuh usaha-usaha baru disektor agro dan non agro yang dikelola oleh masyarakat dan koperasi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan koperasi.

5. Meningkatkan keharmonisan dan kerjasama dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan, dimana peranan dinas

Koperasi dan UKM adalah bagaimana meningkatkan pola kemitraan antara dinas Koperasi dan UKM, masyarakat pelaku usaha dan koperasi dengan Bank, BUMN/BUMD, sehingga persoalan permodalan yang menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat dijembatani melalui pinjaman lunak dari bank dan Corporate Social Responsilbility (CSR) BUMN/BUMD

6. Meningkatkan Infrastruktur dan Fasilitas Umum, dimana peranan dinas Koperasi dan UKM adalah dapat terpenuhinya infrastruktur dan fasilitas dalam proses terjadinya transaksi imbal jasa yang melibatkan masyarakat umum didalam pemenuhan kebutuhan kehidupannnya sehari-hari

Dalam proses pencapaian visi dan misi tersebut, dinas Koperasi dan UKM akan menemui beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong, antara lain :

1. Faktor penghambat,

1) Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur pembina dan pelaku usaha koperasi dan UKM

2) Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional

3) Masih rendahnya kemampuan SDM pelaku usaha sektor koperasi dan UKM dalam mengelola usahanya dengan baik

4) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada koperasi

5) Kurangnya permodalan pelaku usaha disektor koperasi dan UKM

6) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus dibina

7) Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk

8) Kemampuan kewirausahaan dan motivasi untuk berkembang bagi pelaku usaha koperasi dan UKM yang masih rendah

9) Kebiasan mencatat pelaku usaha masih rendah

10) Kemasan produk yang masih sederhana

11) Sarana permesinan/pengolahan produk masih sederhana/manual

12) Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UKM;

13) Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;

14) Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah ;

15) Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;

16) Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif;

17) Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi.

18) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola Koperasi dan UMKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

19) Berkurangnya pembiayaan APBD tiap tahun (Devisit)

2. Faktor pendorong

1. Potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh sektor koperasi dan UKM sangat besar dan beragam

2. Banyaknya usia produktif yang tersebar di setiap nagari di Kabupaten Pasaman

3. Pasar produk industri agro dan non agro yang terbuka lebar

4. Kebutuhan masyarakat akan diversifikasi produk semakin meningkat

5. Sinergitas antar instansi pemerintah dalam majukan sektor koperasi dan UKM semakin di tingkatkan

6. Terbukanya pasar gelobal MEA

3.2.Telaahan Renstra Kabupaten Pasaman

1. Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra

1) SDM aparatur pembina masih rendah

2) Sarana dan prasarana penunjang operasional masih kurang

3) Anggaran dinas Koperasi dan UKM yang rendah, sementara permintaan masyarakat untuk diberikan bantuan berupa peralatan, pelatihan dan permodalan sangat tinggi

4) Kurangnya personil pegawai dan tenaga ahli pada Dinas Koperasi dan UKM Kab.Pasaman

2. Faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari sasaran jangka menengah

1) Telah dibentuknya Bidang Koperasi dan UKM  jadi Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan PERDA nomor 6 Tahun 2006

2) Peranan dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pasaman akan semakin penting dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan pengangguran

3.3.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

1) Belum adanya payung hukum yang jelas dan rinci tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia

2. Faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

1) Adanya upaya SKPD terkait untuk mengajukan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

2) Adanya Standar Operasional Prosedure (SOP) Dinas yang membuat pelayanan semakin baik.

3.4.Penentuan Isu-isu Strategis

Isu –isu strategis selama rentang waktu antara tahun 2016-2021 Dinas Koperasi dan UKM antara lain:

1. Melakukan pendataan yang valid tentang jumlah usaha yang bergerak di bidang sektor koperasi dan UKM, sehingga dinas koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, pelauang dan ancaman yang dihadapi oleh pelaku usaha. Data tersebut akan menjadi dasar arah dan tujuan pembangunan yang kuat di sektor koperasi dan UKM ketika akan mengajukan rencana anggaran melalui APBD Kabupaten Pasaman untuk kegiatan pembinaan IKM, sehingga pembinaan dapat dilakukan kepada IKM lebih banyak.

2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman harus terus-menerus mengadakan komunikasi/koordinasi dengan pusat terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara melakukan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melakukan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP,TDP, IUI, dll

4. Fasilitasi kepada sektor Koperasi dan UKM tentang adanya pameran-pameran dan lelang komoditi berjangka, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi pelaku usaha industri,perdagangan, koperasi dan UKM, baik pameran yang diadakan di dalam Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan di luar Provinsi Sumatera Barat. Undangan untuk mengikuti pameran promosi produk unggulan daerah sangat banyak, tetapi tidak banyak seklai tawaran tersebut di tolak karena keterbatasan dana, padalah promosi adalah salah satu cara yang bagus dan efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kabupaten pasaman kepada masyarakat luas.

5. Dalam rangka untuk meningkatkan Sumber daya manusia koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM dapat melakukan pelatihan manajemen,pelatihan kemasan, kewirausahaan, pengolahan pangan, bimbingan teknis, diklat bidang Koperasi dan UKM kepada pelaku usaha sektor koperasi dan UKM sehingga dapat berkembang secara optimal.

6. Diadakan pembinaan yang terus menerus dan berkelanjutan kepada pelaku usaha koperasi dan UKM, untuk koperasi agar dapat membuka unit usaha koperasi, yang mendampingi unit usaha pokok dalam rangka melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang.

7. Koordinasi yang terus menerus dapat dilakukan dengan propinsi supaya arus informasi baik berupa regulasi maupun data dapat dengan mudah diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkannya.

8. Monitoring dan evaluasi harus terus menerus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM sehingga perkembangan penanaman modal dan peningkatan taraf hidup serta pengurangan pengangguran dapat dimonitor.

9. Meningkatkan perlindungan dan sosialisasi terhadap konsumen di Kabupaten Pasaman sehingga masyarakat sebagai pengguna akhir dari koperasi dan UKM dapat terlindungi dengan maksimal

10. Melakukan pengembangan pasar raknyat sebagai sarana dan prasarana transaksi atau imbal jasa bagi konsumen dan produsen yang refresentatif dan sehat

12. Mengupayakan akses permodalan dan peralatan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha koperasi dan UKM

13. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha Koperasi dan UKM perlu diberikan bantuan peralatan yang memadai dan cukup bagi Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Pasaman

14. Melakukan kegiatan kemitraan antara UMKM dengan BUMN tentang akses permodalan melalui sosialisasi antara UKM dengan BUMN

15. Menfasilitasi UKM dalam pengurusan paten merek dan sartifikasi halal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN 

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASAMAN

4.1
Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM

Visi dan misi dinas Kopera dan UKM kabupaten pasaman adalah penjabaran dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 yaitu :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, AGAMAIS DAN BERBUDAYA ”

Dengan memperhatikan visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi

“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UKM YANG MANDIRI MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA “

2. Misi

1) Meningkatkan Pendapatan usaha koperasi dan pelaku UKM

2) Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berkualitas dan mandiri

3) Meningkatkan sumber daya manusia pengelola usaha kecil menengah

4) Meningkatnya kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM dengan BUMN dan pihak swasta

4.2.Tujuan dan Sasaran
4.2.1.Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021 ) berikut:

1. Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan

4.2.2. Sasaran

Dalam mengoptimalkan pencapaian Visi Dinas Koperasi dan UKM  Kab. Pasaman secara sistematis dijabarkan nilai manfaat atas tujuan yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Pasaman 2016-2021. 

Adapun sasaran tersebut antara lain:

1..Meningkatnya daya saing koperasi
2. .Meningkatnya daya saing UKM
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

	Tabel 4.2.1

	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Data Dasar 2016
	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Meningkatan daya saing koperasi dan UKM
	 
	 
	Jumlah koperasi berkualitas
	Kop
	14
	14
	15
	38
	40
	43
	43

	 
	 
	 
	 
	Jumlah UKM yang berdaya saing
	UKM
	75
	75
	95
	110
	125
	140
	160

	 
	 
	 
	Meningkatkan daya saing koperasi
	Jumlah koperasi yang mampu memenuhi kebutuhan anggota
	Kop
	105
	63
	65
	65
	67
	69
	69

	3
	 
	 
	Meningkatnya daya saing UKM
	Jumlah koperasi yang mempunyai konsumen diluar anggota
	Kop
	6
	6
	6
	6
	7
	8
	9

	4
	 
	 
	 
	Jumlah UKM memiliki modal sendiri
	UKM
	     5.302 
	     5.302 
	     5.445 
	      5.203 
	      5.562 
	      5.642 
	     5.642 

	 
	 
	 
	 
	jumlah UKM memiliki legilitas usaha

	UKM
	37
	37
	37
	 Rp      38 
	 Rp      40 
	 Rp      42 
	 Rp     45 

	2
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan
	 
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja  organisasi
	Nilai Evaluasi SAKIP
	Nilai
	B
	B
	B
	 B 
	 B 
	 B 
	 A 

	 
	 
	 
	 
	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan
	Persen
	100/ 88,39
	100/ 92
	100/ 84,48
	100/ 95
	100/ 95
	100/ 95
	100/ 95


BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASAMAN

5.1. STRATEGI

1) Peningkatan pertumbuhan usaha koperasi
2) Penguatan kelembagaan dan permodalan UMKM berbasis kewirausahaan

3) Meningkatnya pemasaran berbasis IT

5. 2.KEBIJAKAN

1) Meningkatan manajemen usaha akses usaha, inovasi produk kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk UMKM

2) Penumbuhan dan pengembangan UMKM

3) Penguatan permodalam UMKM dan Koperasi

4) Penjaminan usaha UMKM dan Koperasi

5) Pengembangan penanaman modal.

6) Pengembangan penanaman modal
	Tabel 26

	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

	
	
	
	
	
	

	Visi
	: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis Dan Berbudaya

	Misi 3
	: Meningkatkan pendapatan  dan perekonomian masyarakat yang berdaya saiang dan mengoptimalkan pemanfaatan

	
	 potensi sumberdaya alam serta pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan

	
	
	
	
	
	

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM
	Meningkatkan daya saing koperasi.
	1,1
	Peningkatan pertumbuhan usaha berbasis koperasi
	1,1
	penguatan permodalan koperasi

	
	 
	 
	 
	 
	Penjaminan usaha Koperasi

	 
	Meningkatnya daya saing UKM
	 
	Penguatan kelembagaan dan permodalan UMKM berbasis Kewirausahaan
	 
	Pertumbuhan dan pengembangan UMKM

	 
	
	 
	 
	 
	Penguatan permodalan UMKM

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
	1,3
	Meningkatkan pemasaran berbasis IT
	1,3
	Pengembangan penanaman modal


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, disusun suatu bentuk indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang terintegrasi antara fungsi yang berkesinambungan dan berkelanjutan melalui penyusunan program prioritas, indikator capaian kinerja progam (outcome) yang didasarkan atas fungsi pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman ini bersifat indikatif, dan sekaligus memuat pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada awal periode perencanaan dan kerangka pendanaan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Indikasi rencana program prioritas yang sertai kebutuhan pendanaan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari rancangan renstra SKPD Tahun 2016-2021.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang disususn secara sistematik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rincian program pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 ditampilkan dalam lampiran Program Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Dijabarkan dalam (7) Program dan terurai dalam (19) Kegiatan

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkatoran

a) Kegiatan Administrasi perkantoran

b) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

c) Kegiatan Rapat dan Koordinasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin

3.Program Peningkatan disiplin aparatur

a) Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Kegiatan Penyususnan laporan SKPD

5. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

a) Kegiatan Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

b) Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan

c) Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

d) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi

e) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan koperasi OVOP

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a) Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

b) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi

c) Kegiatan Revitalisasi Koperasi

d) Kegiatan Pembangunan sistim informasi perencnaan pengembangan perkoperasian

e) Gerakan masyarakat sadar koperasi

7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah

a) Pengembanagan iven/pameran produk daerah

b) Peningkatan Kemitraan UKM dengan BUMN

c) Fasilitas/sosilaisasi Pengembangan dan Pendataan UKM

	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 

	Dinas Koperasi dan UKM 

	Kabupaten Pasaman 2016-2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tujuan
	Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan (Output)
	Satuan
	Data Capaian pada Tahun Awal pelaksanaan
	Target Kinerja dan Perencanaan Anggaran
	Unit kerja perangkat daerah
	Lokasi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Kondisi kinerja pada akhir periode renstra
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Target
	Rp (.000.)
	Target
	Rp (.000.)
	Target
	Rp (.000.)
	Target
	Rp (.000.)
	Target
	Rp (.000.)
	Target
	Rp (.000.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah
	meningkatnya daya saing koperasi
	Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi
	Jumlah Koperasi yang berkualitas
	Kop
	 
	14
	450.000
	15
	711.237
	38
	712.794
	40
	712.794
	43
	828.584
	43
	900.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

	Jumlah Koperasi yang Berprestasi
	Kop
	18
	15
	76.000
	18
	181.530
	18
	224.379
	18
	224.379
	18
	230.000
	18
	225.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
	Jumlah Koperasi yang memiliki usaha yang layak dikerja samakan dengan pihak ketiga
	Kop
	4
	4
	70.000
	4
	72.600
	12
	123.638
	12
	123.638
	12
	130.000
	12
	120.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Pembinaan dan pengembangan koperasi OVOP

	Jumlah koperasi OVOP yang dibina
	Kop
	4
	4
	45.000
	8
	45.950
	0
	-
	0
	-
	0
	70
	0
	80.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

	Jumlah peserta sosialisasi
	Org
	Org
	460
	90.000
	960
	177.950
	960
	256.263
	1110
	256.263
	1110
	260.000
	1110
	265.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Pembinaan Kelembagaan Koperasi
	Jumlah lembaga koperasi yang dibina
	Kop
	          79.000 
	135
	79.000
	135
	105.050
	135
	108.514
	135
	108.514
	135
	208.514
	135
	210.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	revitalisasi
	Jumlah Koperasi aktif
	Kop

	109
	105
	-
	63
	13.367
	65
	-
	67
	-
	69
	-
	72
	-
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perekoperasian
	Jumlah Kelompok yang akan membentukkoperasi
	Kelompok
	12
	12
	90.000
	12
	114.790
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Meningkatnya daya saing UKM
	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif
	Jumlah UKM yang tergabung dalam Forum
	unit
	 
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
	Jumlah koordinasi,sosialisasi yang dilaksanakan
	Kali
	80
	80
	80
	40
	37.300
	60
	66.175
	65
	80.000
	70
	90.000
	80
	110.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
	Jumlah UKM 
	Unit
	4667
	4667
	-
	6846
	-
	6906
	-
	6963
	
	7043
	
	7043
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Pengembangan iven/pameran produk daerah
	Jumlah ivent/pameran yang iikuti
	Kali
	4
	4
	-
	5
	65.540
	3
	90.365
	5
	105.000
	6
	115.000
	5
	145.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Peningkatan kemitraan ukm dengan BUMN
	Jumlah UKM yang bermitra dengan BUMN
	Unit
	10
	10
	185.000
	10
	171.300
	11
	137.975
	12
	140.000
	13
	150.000
	14
	230.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Fasilitasi /sosialisasi pengembangan dan pendataan UKM
	Jumlah UKM yang terdata
	Unit
	         6.790 
	6.790
	1.215.000
	6.857
	1.696.614
	6.917
	1.720.103
	6.972
	1.750.588
	7.054
	2.012.168
	7.054
	2.285.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi
	%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Kegiatan administrasi perkantoran
	Jumlah cakupan administrasi  perkantoran

	bulan
	12 Bln
	12 Bln
	120.000
	12 Bln
	187.560
	12 Bln
	189.100
	12 Bln
	210.000
	12 Bln
	222.000
	72
	285.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
	Jumlah masa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
	bulan
	12 Bln
	12 Bln
	110.000
	12 Bln
	101.000
	12 Bln
	85.590
	12 Bln
	90.000
	12 Bln
	95.000
	72
	255.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Kegiatan rapat koordinasi
	Jumlah rapat dan koordinasi  yang dilaksanakan
	kali
	120
	120
	120.000
	110
	82.550
	110
	90.000
	115
	140.000
	120
	150.000
	125
	155.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Persentase ketersedian sarana  dan prasarna perkantoran
	%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Pengadaan peralatan dan mesin
	Jumlah peralatan  dan mesin yang diadakan
	unit
	12
	12
	55.000
	17
	363.450
	7
	70.000
	8
	90.000
	10
	90.000
	12
	395.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Program  peningkatan disiplin aparatur
	Persentase  aparatur yang disiplin dalam berpakaian
	%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Pengadaan  pakaian aparatur
	Jumlah pakaian dinas aparatur yang disediakan
	stel
	48 org
	48 org
	24.000
	48 org
	9.900
	24 org
	15.600
	30
	15.600
	48 org
	30.000
	576
	90.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Penyusunan laporan SKPD
	Jumlah laporan
	dokumen
	6 Lap
	6 Lap
	6.000
	6 Lap
	6.000
	6 Lap
	6.000
	6 Lap
	6.000
	6 Lap
	10.000
	36
	36.000
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Program  Perencanaan Pembangunan Daerah
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Penyusunan Renstra
	Jumlah laporan yang dibuat
	 
	1 Lap
	1 Lap
	5.000
	1 Lap
	5.000
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Monitoring evaluasi pelaporan
	Termonitoringnya Kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM 
	Kegiatan
	20 Kegiatan
	20
	38.000
	18
	39.570
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	
	 
	
	
	
	
	
	


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 mancakup indikator kinerja, indikator sasaran, indikator program (outcome), dan indicator kegiatan (output) berakumulasi untuk pencapaian indikator daerah yang dimuat dalam RPJMD perubahan Kabupaten Pasaman 2016-2021. Indikator-indikator yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman selain mendasarkan pemikiran pada pencapaian indikator RPJMD perubahan juga memperhatikan tantangan dan peluang, dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Selanjutnya indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD perubahan Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kab.Pasaman
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
	NO
	INDIKATOR KINERJA          
	satuan
	Kondisi awal (RPJMD)
	Target Capaian setiap tahun
	Kondisi Akhir (RPJMD)

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 

	
	Jumlah koperai berkualitas
	kop
	14
	15
	38
	40
	43
	43
	43

	 
	jumlah koperasi yang berdaya saing
	UKM
	75
	95
	110
	125
	140
	160
	160

	 
	Jumalh koperasi yang mampu memenuhi kebutuhan anggota

	kop
	                 105 
	         63 
	         65 
	         67 
	             69 
	              69 
	         69 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	jumlah koperasi yang mempunyai konsumen diluar anggota
	kop
	6
	6
	6
	7
	8
	9
	9

	
	Jumlah UKM memiliki modal sendiri
	UKM
	5302
	5445
	5203
	5562
	5642
	5642
	5642

	
	Jumlah UKM yang memiliki Legalitas Usaha
	UKM
	37
	37
	38
	40
	42
	45
	45

	 
	Nilai evaluasi SAKIP
	0
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A

	
	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan
	%
	                   92 
	84,48
	         95 
	         95 
	             95 
	              95 
	         95 


BAB VIII

        P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun 2017–2021 berisi pedoman pelaksananan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pasaman tahun 2016 – 2021 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan DPM & PTSP Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman menjadi kenyataan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM  Kabupaten Pasaman mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun investasi di Kabupaten Pasaman yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Pasaman khususnya dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya para pemangku kepentingan. Demikianlah perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kab.Pasaman Tahun 2017-2021 ini dibuat untuk dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Pasaman

Pilihan Hasibuan, SH

Nip. 19591231 198603 1 115

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2016 –2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Perubahan Tahun 2016 -2021 ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan 5 tahun kedepan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung visi Bupati Pasaman 2016-2021 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, 

AGAMIS DAN BERBUDAYA”.

Perubahan Renstra ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2016 – 2021. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki peran untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan lima tahun ke depan. Oleh karena itu Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahunan adalah penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan, dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra.

Disebabkan penyusunan perubahan Rensta ini dilakukan dalam waktu yang singkat, kami sadar bahwa buku Perubahan Renstra ini masih mengalami kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai masukan. Namun demikian, besar harapan kami agar Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Koperasi dan UKM  Kabupaten Pasaman dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya. 
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